
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam tatanan praktis, transparansi keuangan desa dilakukan melalui 

media yang di sebut media transparansi. Fungsi media ini sangat penting karena 

ikut menentukan bekerja tidaknya transparansi beserta fungsi-fungsi di 

bawahnya. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan mengatur bahwa 

pemilihan media yang di gunakan untuk transparansi haruslah mengambil 

media hang paling efektif. Salah satu media elektronik yang banyak di 

manfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung proses transparansi adalah 

website. Pertimbanganya adalah karena kecanggihan website memungkinkan 

masyarakat siapapun dapat mengakses informasi di dalamnya dengan mudah 

kapanpun dan dari manapun. Selain itu juga untuk mengakses website juga 

tidak perlu menggunakan biaya dan usaha yang ekstra. Keunggulan tersebut di 

harap juga dapat meningkatkan efektivitas transparansi. 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan 

pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak 

asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri 

penting negara demokratis yang menjujung tinggi kedaulatan rakyat untuk 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik 

merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 
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penyelenggaraan negara dan badan publik lainya dan segala sesuatu 

yang berakibat kepentingan publik.1 

Pemanfatan website desa di Kabupaten Blitar bertujuan untuk 

memudahkan pelayanan publik dan penyebaran informasi di desa. Menurut 

pengamatan penulis, beberapa desa lainya sudah menggunakannya untuk proses 

transparansi keuangan desa dan lain-lain. Pemanfaatan website desa sebagai 

media transparansi keuangan desa di lakukan dengan menyediakan informasi 

atau mengunggah dokumen-dokumen APBDes dan realisasrealisasi APBDes 

dan juga informasi-informasi lainya. 

Desa, dalam aturan terbarunya yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2014 

tentang Desa, diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahanya, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal 

usul, hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Aturan baru tentang desa tersebut tidak hanya membawa semangat 

otonomi sesuai definisi di atas, tetapi implikasinya juga meningkatkan 

keuangan desa secara seknifikan dengan adanya penambahan pos pendapatan 

baru yang bersumber pada APBN. Keuangan desa yang cepat meningkat ini 

sangat penting artinya bagi desa, karenan kedudukanya ibaratkan urat nadi 

 
1 Lihat ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9 UU 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 

40 ayat (1) Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan masih banyak lagi pasal 

yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan. 
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pembangunan yang menggerakan perputaran pemerintah dan pembangunan 

berdasarkan visi, misi, dan program. Dengan keuagan yang memadai penerintah 

desa akan lebih siap mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-

programnya. Dengan keuangan yang memadai pemerintah desa akan lebih siap 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-programnya, 

perencanaan dan penyusunan program juga akan lebih leluasa dengan budget 

yang memadahi. Perencanaan dan penyusunan program juga akan lebih 

leluasa2. 

Namun demikian, peningkatan keuangan desa ini juga membuat kawatir, 

karena uang merupakan barang sensitif yang rawan penyelewengan. Buktinya 

pada awal implementsi UU Desa ini, ICW langsung menerapkan pemerintah 

desa masuk pada urutan ketiga teratas pelaku korupsi sepanjang 2016 dengan 

jumlah 62 kasus.3 Selanjutnya terjadi peningkatan sebanyak 110 kasus korupsi 

dana desa sejak tahun 2016 sampai 2017 yang telah di proses penegakan 

hukumnya. Tentunya hal ini harus segera di atasi agar keuangan desa benar-

benar membawa manfaat bagi desa. 

Menurut Egi Primayoga maraknya korupsi dana desa antara lain karena 

kepala desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atur dalam Pasal 26 

ayat (4) Undang-Undang Desa, yaitu kepala desa berkewajiban melaksanakan 

prinsip tata pemeritahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif 

dan efisien, bersih serta bebas dari KKN.  Sementara Nico Andrianto 

 
 2 Hendra Kariangga, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Jakarta;Kencana, 

2013), hlm.215 

 3 Kompas.com, ICW Sebut Korupsi di Desa Tempat Posisi Ketiga Sepanjang 2016, 
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mengatakan bahwa maraknya korupsi di pemerintahan (termasuk di tingkat 

desa) salah satunya di sebabkan oleh ketertutupan dalam pengelolaan 

keuangan.4 

Fakta di atas memberi petunjuk mengenai urgensi penerapan prinsip-

prinsip Good governance dalam pengelolaan keuangan desa, terutama prinsip 

tranparansi. Tranparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting 

untuk kedepanya karena prinsip ini ibarat pintu bagi terwujudnya prinsip-

prinsip good gevermance lain seperti akuntabilitas, pengawasan dan kontrol, 

dan partisipasi. Selain itu tranparansi juga berfungsi menciptakan timbal balik 

antara pemerinyah dan masyarakat.5 

Dalam tatanan praktis, tranparansi keuangan desa di lakukan melalui 

media yang di sebut media tranparansi. Fungsi media ini sangat penting karena 

ikut menentukan bekerja tidaknya transparansi beserta fungsi fungsi yang ada di 

bawahnya. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa 

pilihan media yang di gunakan untuk tranparansi haruslah mengambil media 

yang efektif.6 

Seiring perkembanga di bidang teknologi insformasi dan komunikasi 

(TIK), pemerintah turut mengadopsi media-media informasi untuk 

meningkatkan kualitas dan efektivitas transparansi. Usaha ini biasa di sebut 

 
 4 Nico Andrianto, good e-goverment: Transparansi dan Akutabilitas Publik Melalui 

Govermance, (Mal ang:Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 2. 
5 A. Muin Fahmal, Peranan Asas-asas Umum Pemerintahanya Yang Layak Dalam Mewujudkan 

Pemerintahan Yang Bersih, ( Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 66-67 

 6 Pasal 7, pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 40 ayat 

(1) Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,  
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dengan isilah e-governmen yang secara yuridis mendasarkan diri pada instruksi 

Presiden No.6 Thun 2001 tentang informasi dan teknologi komunikasi, imores 

tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mendukung tata pemerintah yang baik. Salah 

satu media elektronik yang banyak di manfaatkan oleh pemerintah untuk 

mendukung proses tranfaransi adalah websait, pertimbanganya adalah karena 

kecanguhan websait memungkinkan masyarakat, siapapun dapat mengakses 

informasi di dalamnya dengan mudah kapanpun dan di manapun.7 

Salah satu media elektronik yang banyak di manfaatkan oleh pemerintah 

untuk mendukung proses tranparansi adalah website. Pertimbanganya adalah 

karena kecangihan website memungkinkan masyarakat, siapapun dapat 

mengakses informasi di dalamnya dengan mudah kapanpun dan dari manapun. 

Selain itu untuk mengakses website juga tidak perlu menggunakan biaya dan 

usaha ekstra. Keunggulan tersebut di harapkan dapat meningkatkan efektivitas 

tranparansi. 

Secara yuridis Desa Tapak Rejo tersebut belum sesuai dengan UU 

No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam 

pasal 7 di jelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban menyediakan, 

memberikan dan menerbitkan informasi publik, badan publik (Desa) harus 

membangun dan mengembangan sistem informasi dan dokumentasi serta dapat 

memanfaatkan media elekronik. Dan juga dalam pasal 1 ayat (3) di jelaskan 

 
  7 Intruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2001 Tentang Informasi dan Teknologi Komunikasi 
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juga badan publik adalah lembaga eksekutif, legeskatif, yudikatif, dan badan 

lainya yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaran 

negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang 

sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja 

negara/atau anggaran pendapatan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan 

atau luar negri. Selanjutnya di tegaskan lagi dalam Pasal 20 Peraturan Komisi 

Informasi No1 Tahun 2010 tentang standart informasi pelayanan publik , bahwa 

badan badan publik negara8 wajib mengumumkan informasi yang wajib di 

sedialan dan di umumkan secara berkala sekurang kuranya melaluisitus resmi 

dan papan pengumuman yang mudah di pahami oleh masyarakat. 

Seharusnya pemerintah Desa Tapak Rejo membangun websait desa dan 

juga memanfaatkan sebagai media transfaransi APBDes, hal tersebut 

merupakan langkah yang baik untuk ikut memanfaatkan kemajuan zaman dan 

perkembangan masyarakat. Hingga saat ini websait Desa Tapa k Rejo belum 

berjalan dengan baik dan jarang di gunakan bahkan pembuantanya bisa i bilang 

masih baru tahun 20017. Jadi demikian efektivitas tranparansi ke masyarakat 

kurang mengenai dana APBDes dan lain lain.  

 

 

 
 

  8 Dalam lampiran 1 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan 

Informasi di Jelaskan bahwa pemerintah desa merupakan salah satu dari Badan Publik Negra. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana di kemukakan 

diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana transparansi anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di 

Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar? 

2. Apa kendala transparansi anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di 

Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupagen Blitar? 

3. Bagaimana transparansi anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di 

Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut 

prespektif Fiqih Siyasah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjalaskan transparansi anggaran pendapatan 

belanja desa (APBDes) di Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben 

Kabupaten Blitar. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala transparansi anggaran 

pendapatan belanja desa (APBDes) desa di Desa Tapak Rejo Kecamatan 

Kesamben Kabupaten Blitar. 

3. Untuk mengetahui transparansi anggaran pendapatan belanja desa 

(APBDes) di Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar 

menurut Fiqih Siyasah. 
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D. Manfaat Penelitian 

  Dalam suatu penelitian terdapat manfaat yang diharapkan dapat 

dicapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu 

pemerintahan mengenai transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes).  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan 

pertimbangan pemerintah desa dalam efektivitas penggunaan website. 

E. Penegasan Istilah 

1. Transparansi 

Transparansi memiliki satu arti yaitu nyata dan jelas. Dalam hal 

ini transparansi di pakai untuk bermacam macam hal, transparansi 

menggambarkan tentang keterbukaan dari suatu masalah.9 Media 

transparansi merupakan alat yang dijadikan wahana penyampaian atau 

penyebaran informasi. Alat ini dikatakan efekti apabila mudah diakses, 

mampu menjangkau seluruh target informasi, serta menyampaikan 

 
 9 Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI), 
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informasi dengan baik. Sedangkan menurut kajian komunikasi, sebuah 

media informasi sebagai salah satu faktor pendukung efektifnya 

komunikasi, dikatakan efektif apabila penggunaanya mampu 

menimbulkan efek-efek berupa, 1) efek kognitif, 2) efek afektif, 3) efek 

behaviour 

2. APBDes 

Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat rencana 

penganggaran pada pos pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan 

desa.10 

3. Konsep fiqih siyasah 

Siyasah dusturiyah adalah hubungan pemerintah di suatu tempat 

atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakatnya siyasah dusturiyah mencangkup di bidang kehidupan 

yang sangat luas dan kompleks, persoalan yang ada pada ilmu siyasah 

dusturiyah tentunta tidak terlepas dari dua hal yaitu ayat al-uran dan 

Hdist. 

4. Website 

Website adalah kata yang berasal dari sebutan web. Website 

merupakan sebuah kumpulan dari sejumlah halaman yang berguna 

untuk menampilkan sejumlah informasi yang berupa, gambar data texk 

baik yang bergerak maupun yang diam. Beberapa berkas yang di 

 
10 Permendagri No. 113 Tahun 2014, 
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tampilkan dalam bentuk bergerak cukup banyak ragam dan contohnya, 

mulain dari vidio sampai dengan animasi maupun gabungan dari 

semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, yang 

dimana membentuk salah satu rangkaian bangunan yang saling 

berkaitan dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman 

atau hyperlink. 

Atau definisi website adalah kumpulan dari berbagai macam 

halaman situs, yang terangkum di dalam sebuah domain atau juga 

subdomain, yang lebih tepatnya berada di dalam WWW (World Wide 

Web) yang tentunya terdapat di dalam internet. 

5. Efektivitas media transparansi 

Secara bahasa efektivitas berarti mempunyai efek, pengaruh, 

atau akibat, memberikan hasil yang memuaskan, atau manfaat waktu 

dan cara dengan sebaik-baiknya.11 Sedangkan pengertian secara istilah 

para ahli memiliki definisi yang beragam.  

Media transparansi merupakan alat yang di jadikan wahana 

penyampaian atau penyebaran informasi, serta menyampaikan informasi 

dengan baik. Sedangkan menurut kajian komunikasi, sebuah media 

informasi sebagai salah satu faktor pendukung efektivitasnya 

komunikasi, di katakan efektif apabila penggunaanya mampu 

 
11 J.S. Badudu & Suktan Muhamad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 1994), hlm. 371. 
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menimbulkan efek-efek berupa efek kognitif, efek afektif, efek 

behaviour. 

F. Sistematika Penelitian 

Adapun terkai rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, 

akan di bagi ke dalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut12: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi seputar latar belakang 

ketertarikan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian berturut-turut 

dilanjutkan uraian mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian, yang digunakan dalam 

penelitian ini terkait dengan tranparansi anggaran pendapatan dan belanja desa 

(studi kasus di desa tapak rejo kecamatan kesamben kabupaten blitar) 

 BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP 

Bab kedua skripsi ini berisi pendalaman kerangka teoritis dan 

konseptual yang digunakan penulis sebagai dasar pembahasan. Maka dalam bab 

ini dibahas mengenai konsep good governance, keterbukaan informasi publik, 

dan juga efektivitas media transparansi dengan kriteria-kriteria dan indikatornya 

yang di atur dalam pasal 20 peraturan komisi informasi No 1 Tahun 2010 

tentang standart informasi pelayanan publik. Serta distingsi (perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan sekarang). 

 
12 Tim penyusun, pedoman penyusunan skripsiSI, (Tulungagung: Fakultas syariah dan ilmu 

hukum IAIN Tulungagung, 2018), hal.25 



12 

 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga dalam skripsi ini membahas tentang metode penelitian, yaitu 

si Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Secara sistematis 

bab ini akan membahas tentang efektivitas website desa mengenai transparansi 

APBDes. Dimana penelitian yang bersifat filed research ini, akan di lakukan 

dengan cara engamatan secara langsung di lokasi penelitian, kemudian 

melakukan wawancara kepada pihak pengurus yang ada secara mendalam, serta 

dengan cara dokumentasi. Selain itu, dalam ketentuan babini juga berisikan 

terkait sumber serta bahan hukum yang di gunakan peneliti. 

BAB IV HASIL PENYELITIAN 

Bab keempat berisi penyajian data hasil penelitian efektivitas website 

desa sebagai media transparansi APBDES di Desa Tapak Rejo Kecamatan 

Kesamben Kabupaten Blitar, beserta hasil analisi penulis menggunakan metode 

yang telah ditentukan. Dalam ketentuan bab ini akan di paparkan terkait seluruh 

data yang telah di peroleh atas penelitian yang telah di lakukan secara lagsung 

di lapangan. Setelah data yang didapatkan selama kegiatan penelitian 

berlangsung telah di paparkan, maka akan di bahas juga terkait dengan temuan 

yang telah di dapatkan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana temuan ini 

nantinya akan di analisis guna mendaptakan kesimpulan sementtara atas 

penelitian yang telah di lakukan terkait dengan fungsi transparansi anggaran 

pendapatan belanja desa menurut UU No.14 Tahun 2008 

BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN 
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Dalam ketentuan bab ini nantinya akan di bahas terkait dengan 

pembahasan terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana nantinya 

data yang telah didapat akan di gabungkan, serta dianalisis. Nantinya data yang 

di dapat dalam penelitian ini akan di sajikan dalam bentuk analisis-deskripsi, 

guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah di rumuskan 

di awal. Dimana akan terbagi dalam beberapa ketentuan dalam sub bab terkit 

fungsi transparansi anggaran pendapatan belanja desa menurut UU.No 14 

Tahun 2014 yang di lakukan di desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben 

Kabupaten Blitar yang menjadi lokasi penelitian, kemudian meninjaunya 

berdasarkan ketentuan hukum positif, serta terakir dalam tinjauan hukum islam. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini akan di bahas terkait ketentuan penutup yang berisikan 

kesimpulan atas pembahasan yang ada terkait dengan transparansi anggaran 

pendapatan belanja desa menurut prespektif UU No14 Tahun 2014. Apakah 

terkait transparansi anggaran pendapatan belanja desa telah sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang telah ada atau belum. Kemudian bab ini juga 

mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti atas penelitian yang telah 

selesai di lakukan.  

 

 

 


